
WALIKOTA SERANG 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALi KOTA SERANG 

NOMOR 59 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALi KOTA NOMOR 52 TAHUN 2022 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA SERANG, 

Menimbang: 

Mengingat: 

a. bahwa dalam rangka pengalokasian belanja wajib dan 

perencanaan penganggaraan penanganan dam pak inflasi 

Tahun Anggaran 2022; 

b. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian dan 

perbaikan dokumen pelaksanaan anggaran sampai dengan 

pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dan 

untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 

Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) ;  

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;  

4.  Undang-Undang .. .. .  
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  

5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4748); 

6 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573) ;  

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757) ;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 2 10 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028 ) ;  

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  

Nomor 1 7 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340 ) ;  

10 .  Peraturan . . . . .  
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10 .  Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perirnbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nornor 137,  Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 4575); 

1 1.  Peraturan Pernerintah Nornor 7 1  Tahun 2010  tentang 

Standar Akuntansi Pernerintahan (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010  Nornor 123 ,  Tarnbahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5165 ) ;  

12 .  Peraturan Pernerintah Nornor 12 Tahun 2017  tentang 

Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan 

Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201  7  

Nornor 73, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 6041 ) ;  

13 .  Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Adrninistratif Pirnpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017  Nornor 106,  Tarnbahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 6057); 

14. Peraturan Pernerintah Nornor 12 Tahun 2019  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nornor 42,  Tarnbahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 6322) ;  

15 .  Peraturan Pernerintah Nornor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pernerintah Daerah 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 

52, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 

6323); 

16 .  Peraturan Pernerintah Nornor 16 Tahun 2022 tentang 

Pernberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerirna Pensiun, dan 

Penerirna Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 98, Tarnbahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);  

17 .  Peraturan . . . . .  
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1  7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021  ten tang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021  tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 142); 

18 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012  

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012  Nomor 754); 

19 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017  

Nomor 1067); 

20 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021  

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021  Nomor 431 ) ;  

2 1.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021  

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2021  dalam Rangka Mendukung 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021  Nomor 149) ;  

22.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor 926) ;  

23. Peraturan . . . . .  
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23. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Serang Tahun 2022 Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Berita 

Daerah Kota Serang Nomor 123 ) ;  

24. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Serang 

Tahun 2022 Nomor 4) ;  

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 

2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 

248) diubah, sebagai berikut : 

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

2 .  Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

3. Ketentuan Lampiran Illa diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Illa yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kota ini. 

4. Ketentuan Lampiran IIIb diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran lllb yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kota ini 

5. Ketentuan Lampiran IVa diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IVa yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kota ini. 

6 .  Ketentuan . 
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6 .  Ketentuan Lampiran IVb diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IVb yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang. 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 20 Oktober 2022 

WALI KOTA SERANG, 

SYAFRUDIN 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 20 Oktober 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG, 

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 255 


